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BUPATI LANGKAT
PROⅥ NSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR  ユt  TAHUN 20■ 8

TENTANG

PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN
FUNGSI,SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN

PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman

Pembentukan Dan Klasifrkasi Cabang Dinas Dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada

Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit

Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang

tertenhr;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

Langkat yang menyebutkan bahwa terdapat UPTD

Dinas Daerah bidang pendidikan berupa satuan

pendidikan daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan hurlf b, perlu

membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.



Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a301);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3899);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentan.g

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang

Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat

dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun i986 Tentang

Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai,

Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 No: 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No 3323)

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17

tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105);



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman

Organisasi perangkat daerah bidang Pendidikan dan

Kebudayaan;

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 12 tahun 2OL7 tentang Pedoman Pemebentukan

Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat

(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Langkat Nomor 29);

11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 43 Tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat (Berita

Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2A16 Nomor 43).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8 PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGNISASI TUGAS DAN
FUNGSI,SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDEDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1- Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT

Satuan Pendidikan adatah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.



7, Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

pemerintah.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit
pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang dibentuk sesui dengan

kebutuhan.

10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formai

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat)

tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

ll.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan

formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang

diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar

dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi

satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satua:r pendidikan yang

berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau

bentuk lain yang sederajat.

12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah saiah satu bentuk

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum

pada jenjang Pendidikan Dasar.

13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah

sattr bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari

SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar

yang diakui sarna atau setara SD atau MI.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasa1 2

Dengan Peratrrran Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan pada Dinas

Pendidikan.
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